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BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR: 188/ 632 /438.1.1.3/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/375/404.1.1.3/2017 TENTANG DEWAN SMART CITY

Menimbang: a.

Mengingat : 1.

KABUPATEN SIDOARJO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIDOARJO,
bahwa dalam rangka optimalisasi/ percepatan implementasi
program-program Smart City, perlu mengubah Keputusan

Bupati Sidoarjo Nomor : 188/375/404.1.1.3/2017 tentang
Dewan Smart City Kabupaten Sidoarjo;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
Perubahan atas Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/375/
404.1.1.3/2017 tentang Dewan Smart City Kabupaten
Sidoarjo;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur
juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah
Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19 , Tambahan Lembaran Negara Repuplik
Indonesia Nomor 2730);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan

Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);




image2.jpeg
Menetapkan
KESATU

10.

11.

12,

13.

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5071);

. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5149);

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sidoarjo NOmor 70);

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 46 Tahun 2018 tentang Tata
Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Menuju Smart City
di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2018 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor : 188/375/
404.1.1.3/2017 tentang Dewan Smart City Kabupaten
Sidoarjo, dengan perubahan pada lampiran yang harus dibaca
sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
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LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/632 /438.1.1.3/2018
TANGGAL : | OFtober 2018

SUSUNAN DEWAN SMART CITY KABUPATEN SIDOARJO

1. Pembina
2. Pengarah

3. Ketua
4. Wakil Ketua

5. Anggota

Cromme a0 o

Bupati Sidoarjo

Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo;

Wakil Bupati Sidoarjo;

Kajari Sidoarjo;

Kapolres Sidoarjo;

Dandim 0816 Sidoarjo;

Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo;

Ketua MUI Sidoarjo;

Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo;
Rektor Universitas NU Sidoarjo;

Rektor Universitas Citra Nusantara (YPM
Sidoarjo).

Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo

¢ a. Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten

Sidoarjo;

b. Asisten Administrasi Ekonomi dan
Pembangunan Setda Kabupaten Sidoarjo;

c. Asisten Administrasi Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten
Sidoarjo;

d. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Sidoarjo.

a. Dari Instansi Vertikal/Pendukung, yaitu:

1) Kepala Kementerian Agama Sidoarjo

2) Kcpala BNN Sidoarjo

3) Kepala Cabang PLN Sidoarjo

4) Kepala Cabang Telkom Sidoarjo

5) Kepala Cabang Bank Jatim Sidoarjo

6) Kepala BPN Sidoarjo

7) Kepala BPS Sidoarjo

8) Kepala BPJS Kesehatan Sidoarjo

9) Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sidoarjo

10) Kepala KPP Pajak Pratama Wilayah
Sidoarjo Utara

11) Kepala KPP Pajak Pratama Wilayah
Sidoarjo Barat

12) Kepala KPP Pajak Pratama Wilayah
Sidoarjo Selatan

13) Kepala Cabang Dinas Pendapatan Daerah
Propinsi Jawa Timur di Sidoarjo

14) Kabag Ops Polresta Sidoarjo

15) Kasdim 0816 Sidoarjo
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16) Ketua Kwarcab Pramuka Sidoarjo;

17) Ketua RAPI Sidoarjo;

18) Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran
TIK Tingkat SMP;





